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Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan
untuk mengetahui bagaimana gugatan
administratif terhadap keputusan tata
usaha negara dan bagaimana penolakan
permohonan izin lingkungan apabila tidak
dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
Dengan menggunakan metode penelitian
juridis normatif, disimpulkan: 1. Gugatan
administratif terhadap keputusan tata
usaha negara dapat dilakukan oleh setiap
orang apabila badan atau pejabat tata
usaha negara menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib
amdal tetapi tidak dilengkapi dengan
dokumen amdal dan badan atau pejabat
tata usaha negara menerbitkan izin
lingkungan kepada kegiatan yang wajib
UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan
dokumen UKL-UPL; dan/atau serta badan
atau pejabat tata usaha negara yang
menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan
yang tidak dilengkapi dengan izin
lingkungan. 2. Penolakan permohonan izin
lingkungan apabila tidak dilengkapi dengan
amdal atau UKL-UPL dilakukan oleh
Menteri, gubernur, atau bupati/walikota
sesuai dengan kewenangannya wajib
menolak permohonan izin lingkungan
apabila permohonan izin tidak dilengkapi
dengan amdal atau UKL-UPL. Izin
lingkungan dapat dibatalkan apabila
persyaratan yang diajukan dalam
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permohonan izin mengandung cacat
hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta
ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data,
dokumen, dan/atau informasi serta
penerbitannya tanpa memenuhi syarat
sebagaimana tercantum dalam keputusan
komisi tentang kelayakan lingkungan hidup
atau rekomendasi UKL-UPL; atau kewajiban
yang ditetapkan dalam dokumen amdal
atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh
penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan.

Kata kunci: Gugatan  Administratif,
Keputusan Tata Usaha Negara,
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Menyadari potensi dampak negatif yang
ditimbulkan sebagai konsekuensi dari
pembangunan, terus dikembangkan upaya
pengendalian dampak secara dini. Analisis
mengenai dampak lingkungan (amdal)
adalah salah satu perangkat preventif
pengelolaan lingkungan hidup yang terus

diperkuat melalui peningkatkan
akuntabilitas dalam pelaksanaan
penyusunan amdal dengan

mempersyaratkan lisensi bagi penilai amdal
danditerapkannya sertifikasi bagi penyusun
dokumen amdal, serta dengan
memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar
di bidang amdal. Amdal juga menjadi salah
satu persyaratan utama dalam memperoleh
izin lingkungan vyang mutlak dimiliki
sebelum diperoleh izin usaha.

Problem lingkungan hingga kini terus
menjadi isu yang selalu aktual dan belum
tertanggulangi, terlebih di era reformasi
yang tak luput pula dari tuntutan
demokratisasi dan transparansi. Dalam
rangka mengantisipasi kian meluasnya
dampak kontraproduktif terhadap ling-
kungan khususnya akibat perkembangan
dunia industri yang pesat maka penegakan
hukum di bidang lingkungan hidup menjadi
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mutlak diperlukan. Segenap stakeholders
harus mempunyai tekad untuk memelihara
lingkungan dari kemerosotan fungsi yang
senantiasa mengancam kehidupan masa
kini dan masa mendatang. Hukum
lingkungan dengan demikian, mempunyai
peran yang sangat urgen dalam membantu
mewujudkan pembangunan berkelanjutan.’

Lingkungan hidup secara umum berarti
merupakan kesatuan dari beberapa lingkup
ruang dimana lingkungan tersebut terisi
dengan segala makhluk hidup serta benda-
benda mati yang berada di dalam lingkup
lingkungan tersebut dan itu juga termasuk
manusia beserta adab perilakunya.b Jadi
bisa disimpulkan bahwa bukan hanya
lingkungan secara fisik saja yang
merupakan lingkungan. Lingkungan hidup
juga mencakup sebuah ekosistem, perilaku
sosial, adat istiada dan budaya, bahkan juga
unsur benda mati seperti tanah, api, air,
dan udara yang ada pada lingkungan
tersebut.’

Undang-Undang ini memberikan
kewenangan yang luas kepada Menteri
untuk melaksanakan seluruh kewenangan
pemerintahan di bidang perlindungan dan
pengelolaan lingkungan  hidup serta
melakukan koordinasi dengan instansi lain.

Melalui  Undang-Undang ini juga,
Pemerintah memberi kewenangan yang
sangat luas kepada pemerintah daerah
dalam  melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di daerah
masing-masing yang tidak diatur dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai
beban kerja berdasarkan Undang-Undang
ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang
menetapkan dan melakukan koordinasi
pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan
suatu  organisasi dengan  portofolio
menetapkan, melaksanakan, dan
mengawasi kebijakan perlindungan dan

5 Ibid. him. 174.
6lbid. him. 3.
7 Ibid. him. 172.
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pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu,
lembaga ini diharapkan juga mempunyai
ruang lingkup wewenang untuk mengawasi
sumber daya alam untuk kepentingan
konservasi. Untuk menjamin terlaksananya
tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut
dibutuhkan dukungan pendanaan dari
anggaran pendapatan dan belanja negara
yang memadai untuk Pemerintah dan
anggaran pendapatan dan belanja daerah
yang memadai untuk pemerintah daerah.®

Di Indonesia, regulasi yang mengatur
tentang perlindungan hidup diatur dalam
Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara
penegakan hukum vyang bisa dilakukan
dalam upaya perlindungan lingkungan
hidup. Tiga penegakan hukum itu adalah:
1. Penegakan hukum administratif;
2. Penegakan hukum pidana;
3. Penegakan hukum perdata.®

Gugatan administratif terhadap
keputusan tata usaha negara terjadi apabila
badan atau pejabat tata usaha negara yang
melakukan pelanggaran hukum
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah gugatan administratif
terhadap keputusan tata usaha
negara ?

2. Bagaimanakah penolakan
permohonan izin lingkungan apabila
tidak dilengkapi dengan amdal atau
UKL-UPL ?

C. Metode Penelitian
Metode penelitian yang digunakan
dalam penulisan ini, ialah metode

8Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
M. Nurdin. Peranan Penyidik Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Lingkungan Hidup.
Jurnal Hukum Samudera Keadilan.Volume 12, Nomor 2,
Juli-Desember 2017. him. 174.
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penelitian  hukum  normatif  dengan
menggunakan data sekunder sebagai
penunjang vyang diperoleh dari studi
kepustakaan dan terdiri dari bahan-bahan
hukum primer, sekunder dan tersier
sebagai berikut:

1. Bahan-bahan hukum primer: peraturan
perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup;

2. Bahan-bahan hukum sekunder: literatur-
literatur, jurnal-jurnal hukum, karya-
karya lainnya baik dalam media
elektronik maupun media cetak;

3. Bahan-bahan hukum tersier: kamus
umum dan kamus hukum.

Bahan-bahan  hukum  primer dan
sekunder dianalisis dengan cara normatif-
kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Gugatan Administratif
Keputusan Tata Usaha Negara
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, mengatur mengenai

Gugatan Administratif. Pasal 93 ayat:

(1) Setiap orang dapat mengajukan
gugatan terhadap keputusan tata
usaha negara apabila:

a. badan atau pejabat tata usaha
negara menerbitkan izin lingkungan
kepada usaha dan/atau kegiatan
yang wajib amdal tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen amdal;

b. badan atau pejabat tata usaha
negara menerbitkan izin lingkungan
kepada kegiatan yang wajib UKL-
UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan
dokumen UKL-UPL; dan/atau

c. badan atau pejabat tata usaha
negara yang menerbitkan izin usaha
dan/atau kegiatan yang tidak
dilengkapi dengan izin lingkungan.

(2) Tata cara pengajuan gugatan terhadap
keputusan tata usaha negara mengacu
pada Hukum Acara Peradilan Tata
Usaha Negara.

Terhadap

Perbuatan Melawan hukum diatur
dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366
KUHPerdata, Pasal 1365 KUHPerdata
memberikan ketentuan tentang Perbuatan
Melawan Hukum dengan “tiap perbuatan
melawan hukum, yang mendatangkan
kerugian pada seorang lain, mewajibkan
orang yang karena salahnya menerbitkan
kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
Ketentuan lainnya tertuang dalam Pasal
1366 KUHPerdata adalah “ setiap orang
bertanggung jawab, tidak saja untuk
kerugian yang  disebabkan karena
perbuatanya, tetapi juga untuk kerugian
yang disebabkan karena kelalaianya atau
kurang hati hatianya”.%?

Perbuatan Melawan Hukum memiliki
dua (2) pengertian, pengertian vyang
pertama adalah Perbuatan Melawan
Hukum dalam arti sempit yakni tiap
perbuatan yang bertentangan dengan hak
orang lain yang timbul karena Undang-
undang.!' Sedangkan ketentuan mengenai
Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas
dikemukakan dan dipelopori oleh
Molengraaff, Molenggraaff mengatakan
bahwa  seseorang akan  melakukan
perbuatan melawan hukum, bilamana ia
bertindak secara lain daripada vyang
diharuskan dalam pergaulan masyarakat
mengenai seorang atau benda lain.!?

Perbuatan Melanggar Hukum vyang
dimaksud perbuatan melanggar hukum
adalah perbuatan itu mengakibatkan
kegoncangan dalam neraca keseimbangan
masyarakat, dan kegoncangan ini tidak
hanya  terdapat, apabila  peraturan
peraturan hukum dalam suatu masyarakat
dilanggar (langsung), melainkan juga
apabila peraturan peraturan kesusilaaan,
keagamaan dan sopan santun dalam
masyarakat dilanggar (langsung).'3

1050esilo dan Pramudji R, Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Rhedbook Publisher. Surabaya. 2008.him. 306.
11Djojodirjo Moegni M.A., Perbuatan Melawan Hukum,
Pradnya Paramita. Jakarta. 1979.him. 21.

12/pid. him. 24.

BWirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum,
Sumur Bandung. Bandung. 1976, him. 13.

154



Unsur-unsur yang ada dalam perbuatan
melawan hukum sesuai dengan ketetnuan
Pasal 1365 KUHPerdata, adalah sebagai
berikut:

1. Adanya Suatu Perbuatan
Suatu perbuatan melawan hukum
diawali oleh suatu perbuatan dari si
pelakunya. Umumnya diterima anggapan
bahwa dengan  perbuatan  disini
dimaksudkan, baik berbuat sesuatu
(dalam arti aktif) maupun tidak berbuat
sesuatu (dalam arti pasif), misalnya tidak
berbuat sesuatu, padahal dia
mempunyai kewajiban hukum untuk
membuatnya, kewajiban mana timbul
dari hukum yang berlaku (karena ada
juga kewajiban yang timbul dari suatu
kontrak). Karena itu, terhadap perbuatan
melawan hukum, tidak ada unsur
persetujuan atau kata sepakat dan tidak
ada juga unsur causa yang
diperbolehkan sebagaimana terdapat
dalam kontrak.

2. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum.
Perbuatan vyang dilakukan tersebut
haruslah melawan hukum. Sejak tahun
1919, wunsur melawan hukum ini
diartikan dalam arti yang seluas luasnya,
yakni meliputi hal-hal seperti berikut:
perbuatan yang melanggar Undang-
undang vyang berlaku, melanggar hak
orang lain yang dijamin oleh hukum,
perbuatan yang bertentangan dengan
kewajiban hukum si pelaku, perbuatan
yang bertentangan dengan kesusilaan
serta perbuatan yang bertentangan
dengan kesusilaan.

Penegakan hukum administrasi lebih

memiliki kemampuan mengundang
partisipasi masyarakat. Partisipasi
masyarakat dilakukan mulai dari proses
perizinan, pemantauan

penataan/pengawasan, dan  partisipasi
dalam mengajukan keberatan dan meminta
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pejabat tata usaha negara untuk
memberlakukan sanksi administrasi.*

B. Penolakan Permohonan lzin Lingkungan
Apabila Tidak Dilengkapi Dengan Amdal
Atau UKL-UPL
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, mengatur mengenai

Perizinan. Pasal 36 ayat:

(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
wajib memiliki amdal atau UKL-UPL
wajib memiliki izin lingkungan.

(2) lzin lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan
keputusan kelayakan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
atau rekomendasi UKL-UPL.

(3) lzin lingkungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib mencantumkan
persyaratan yang dimuat dalam
keputusan kelayakan lingkungan hidup
atau rekomendasi UKL-UPL.

(4) lzin  lingkungan diterbitkan oleh

Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya.

Penjelasan  Pasal 36 ayat (2)
Rekomendasi UKL-UPL dinilai oleh tim
teknis instansi lingkungan hidup.

Pasal 37 ayat:

(1) Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya  waijib menolak

permohonan izin lingkungan apabila
permohonan izin tidak dilengkapi
dengan amdal atau UKL-UPL.

(2) lzin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4)
dapat dibatalkan apabila:

a. persyaratan yang diajukan dalam
permohonan izin mengandung
cacat hukum, kekeliruan,

14Syahrul  Machmud. Penegakan Hukum Lingkungan
Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum
Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang
No. 32 Tahun 2009) Graha Ilmu. Yogyakarta.Graha limu,
Bandung. 2012. him. 182.
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penyalahgunaan, serta
ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen,

dan/atau informasi;

b. penerbitannya tanpa memenubhi
syarat sebagaimana tercantum
dalam keputusan komisi tentang
kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL; atau

c. kewajiban yang ditetapkan dalam
dokumen amdal atau UKL-UPL

tidak dilaksanakan oleh
penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan.

Pasal 38. Selain ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin
lingkungan dapat dibatalkan melalui
keputusan pengadilan tata usaha negara.

Pasal 39 ayat:

(1) Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya wajib mengumumkan
setiap permohonan dan keputusan izin
lingkungan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dengan cara
yang mudah diketahui oleh
masyarakat.

Penjelasan  Pasal 39 ayat (1)
Pengumuman dalam Pasal ini merupakan
pelaksanaan atas keterbukaan informasi.
Pengumuman tersebut memungkinkan
peran serta masyarakat, khususnya yang
belum menggunakan kesempatan dalam
prosedur keberatan, dengar pendapat, dan
lain-lain  dalam  proses pengambilan
keputusan izin. Pasal 40 ayat:

(1) lzin lingkungan merupakan persyaratan
untuk memperoleh izin usaha dan/atau
kegiatan.

(2) Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin
usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.

(3) Dalam hal usaha dan/atau kegiatan
mengalami perubahan, penanggung
jawab usaha dan/atau kegiatan wajib
memperbarui izin lingkungan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Yang
dimaksud dengan izin usaha dan/atau

kegiatan dalam ayat ini termasuk izin yang
disebut dengan nama lain seperti izin
operasi dan izin konstruksi. Ayat (3)
Perubahan yang dimaksud dalam ayat ini,
antara lain, karena kepemilikan beralih,
perubahan teknologi, penambahan atau
pengurangan kapasitas produksi, dan/atau
lokasi usaha dan/atau kegiatan yang
berpindah tempat. Pasal 41. Ketentuan
lebih lanjut mengenai izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan

Pasal 40 diatur dalam  Peraturan
Pemerintah.

Dalam suatu negara hukum,
pengawasan terhadap tindakan
pemerintahan dimaksudkan agar
pemerintah dalam menjalankan

aktivitasnya sesuai dengan norma-norma
hukum, sebagai suatu upaya preventif, dan
juga dimaksudkan untuk mengembalikan
pada situasi sebelum terjadinya
pelanggaran norma-norma hukum, sebagai
upaya represif. Di samping itu, yang
terpenting adalah bahwa pengawasan ini
diupayakan dalam rangka memberikan
perlindungan hukum bagi masyarakat.
Pengawasan adalah salah satu yang bersifat
kodrati. Pengawasan diperlukan dalam
kehidupan manusia dan dalam kehidupan
organisasi.?

Pengawasan dilakukan bukan karena
kurang kepercayaan atau untuk mencari-
cari siapa yang salah. Tetapi untuk
memahami apa yang salah demi perbaikan
di masa yang akan datang. Jika pengawasan
seperti itu terlaksana, maka semua
perencanaan dan peraturan akan berjalan
dengan baik, dalam artian tidak ada
gangguan dan rongrongan terhadap
pelaksanaannya. Hal ini akan menciptakan
suasanan tenang, aman dan berkeadilan.®

Peningkatan fungsi pengawasan melekat
di lingkungan aparat pemerintah bertolak
dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas

155arwoto. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen,
Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994. him. 9.
18/pid.
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umum pemerintahan dan pembangunan,
dengan cara sedini mungkin mencegah
terjadinya kekurangan dan kesalahan dalam
merencanakan dan melaksanakan tugas-
tugas di lingkungan organisasi kerja masing-
masing. Pengawasan adalah segenap
kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin
bahwa pekerjaan-pekerjaan  dilakukan
sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan, kebijaksanaan-kebijaksanaan
yang telah digariskan dan perintah-perintah
yang telah diberikan dalam rangka
pelaksanaan rencana tersebut.!’

Pejabat Pengawas lingkungan Hidup
(PPLH) dan Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup Daerah (PPLHD) dalam melaksanakan
tugasnya diberikan kewenangan
sebagaimana tersebut diatas dilindungi
oleh undang-undang sebagaimana diatur
dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 32
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, disebutkan “setiap
orang yang dengan sengaja mencegah,
menghalang-halangi atau mengagalkan
pelaksanaan tugas pejabat pengawas
lingkungan  hidup dan/atau pejabat
penyidik pegawai negeri sipil dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)
tahun dan denda paling banyak
Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah).*®
Undang-Undang Nomor 32 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup juga mengamanatkan selain pihak
lain yang menghalang-halangi tugas
seorang pejabat pegawas lingkungan hidup
(PPLH) dan seorang pejabat pengawas
lingkungan hidup daerah (PPLHD) dan
pejabat yang berwenang mendapat sanksi,
maka seorang pengawas pun mempunyai
kewajiban dan sanksi pidana sebagaimana
diatur dalam pasal 112 UU/32 2009 yang
berbunyi ‘ setiap pejabat yang dengan

“Nawawi, Hadari. Pengawasan Melekat di Lingkungan
Aparatur Pemerintah. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
1992. him. 7.

18 http://portal.bangkabaratkab.go.id/content/pejabat-
pengawas-lingkungan-hidup-daerah-pplhd?. Artikel.
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
Diakses 3/21/2020 10:05 Wita.
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sengaja tidak melakukan pengawasan
terhadap ketaatan penanggung jawab
usaha dan/atau  kegiatan terhadap
peraturan perundang-undangan dan izin
lingkungan sebagaimana dimaksud dalam
pasal 71 dan pasal 72, yang mengakibatkan
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup yang mengakibatkan
hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun
atau denda paling banyak 500.000.000
(lima ratus juta rupiah).

Pengawasan lingkungan hidup
merupakan salah satu instrumen
penegakan hukum dan merupakan mandat
UU Nomor 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup dimana dalam pasal tersebut
Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota
mengangkat dan menetapkan pejabat
pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan
pejabat pengawas lingkungan hidup daerah
(PPLHD) merupakan jabatan fungsional
karena diharapkan seorang PPLH/PPLHD
sebagai pengawas lingkungan hidup dapat
fokus dan lebih mandiri dan mempunyai
tanggung jawab dalam melaksanakan
tugasnya. Pengawasan lingkungan hidup

(enviromental inspection) adalah
merupakan tugas yang dimandatkan oleh
uu No 32/2009 kepada

Gubernur/Bupati/Walikota melalui instansi
yang membidangi perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup untuk
melakukan pengawasan lingkungan hidup
sedangkan pengawasan yang dilakukan
oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Daerah  (PPLHD) adalah  merupakan
pendelegasian pengawasan sesuai Pasal 71
UU No 32/2009.%°

Istilah penegakan hukum dalam Bahasa
Indonesia membawa kita kepada pemikiran
bahwa penegakan hukum selalu dengan
paksaan sehingga ada yang berpendapat

19 http://portal.bangkabaratkab.go.id/content/pejabat-
pengawas-lingkungan-hidup-daerah-pplhd?. Artikel.
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)
Diakses 3/21/2020 10:05 Wita.
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bahwa penegakan hukum hanya
bersangkutan dengan hukum pidana saja.
Penegakan hukum memiliki arti yang sangat
luas meliputi segi preventif dan represif,
cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur
pemerintahnya turut aktif dalam
meningkatkan kesadaran hukum
masyarakat. Secara konsepsional, maka inti
dan arti penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai
yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah
yang mantap dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir
untuk menciptakan, memelihara dan
mempertahankan kedamaian pergaulan
hidup.?°

Kegiatan penegakan hukum merupakan
tindakan penerapan hukum terhadap setiap
orang yang perbuatannya menyimpang dan
bertentangan dengan norma hukum,
artinya hukum diberlakukan bagi siapa saja
dan pemberlakuannya sesuai dengan
mekanisme dan cara dalam sistem
penegakan hukum yang telah ada. Dengan
kata lain penegakan hukum sebagai suatu
kegiatan untuk menjaga dan mengawal
hukum agar tetap tegak sebagai suatu
norma yang mengatur kehidupan manusia
demi terwujudnya ketertiban, kemanan
dan ketentraman masyarakat dalam
menjalankan kehidupannya.?!

Di dalam proses penegakan hukum,
negara menjadi pihak yang
bertanggungjawab terhadap komitmen
bersama sebagai negara berdasar atas
hukum, karena itu negara
bertanggungjawab atas ketertiban,
keamanan dan ketentraman
warganegaranya yang merupakan tugas
dan wewenang awal dan tradisional dari
pemerintah atau negara yang kemudian

20Robinson Parsaoran Sitompul, Susilo Handoyo dan
Rozigin. Op.Cit. him. 13.

21Sadjijono, Polri Dalam Perkembangan Hukum Di
Indonesia, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo,
Yogyakarta, 2008, him. 61-62.

didelegasikan kepada lembaga-lembaga
hukum.??

Hukum adalah menetapkan sesuatu
yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang
boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan
terlarang dikerjakan. Hukum merupakan
ketentuan suatu perbuatan yang terlarang
berikut berbagai akibat/sanksi hukum di
dalamnya. Hukum adalah peraturan
mengenai tingkah laku manusia dalam
pergaulan masyarakat. Peraturan itu
diadakan oleh badan-badan resmi yang
berwajib, bersifat memaksa yang terdapat
sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum
adalah peraturan dan ketentuan vyang
mengandung perintah, larangan dan
kebolehan yang harus ditaati oleh setiap
orang.?

Hukum adalah produk pemerintah atau
penyelenggara negara atau lembaga yang
memiliki  wewenang untuk itu vyang
kemudian menjadi hukum positif atau
peraturan yang mengikat kehidupan
masyarakat dalam aktivitas sosial, ekonomi,
politik dan budaya. Hukum mengendalikan
dan bersifat mencegah terjadinya tindakan
kriminal atau mengatur hubungan antar
individu sehingga dengan adanya hukum
itu, gejolak sosial dan mobilitasnya dapat
dikendalikan.?*

Gugatan administratif terhadap
keputusan tata usaha negara dapat
dilakukan oleh setiap orang apabila badan
atau  pejabat tata usaha negara
menerbitkan izin lingkungan kepada usaha
dan/atau kegiatan yang wajib amdal tetapi
tidak dilengkapi dengan dokumen amdal,
menerbitkan izin lingkungan kepada
kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak
dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL;
dan/atau menerbitkan izin usaha dan/atau
kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin
lingkungan.

22 |bid.

2 |bid, him. 20.

2\Wawan Muhwan Hariri. Pengantar llmu Hukum, Cet. 1.
CV. Pustaka Setia Bandung. 2012.him. 19.

158



Penolakan permohonan izin lingkungan
apabila tidak dilengkapi dengan amdal atau
UKL-UPL wajib dilakukan oleh Menteri,
gubernur, atau bupati/walikota sesuai
dengan kewenangannya wajib menolak
permohonan izin lingkungan apabila
permohonan izin tidak dilengkapi dengan
amdal atau UKL-UPL. Hal ini dimaksudkan
untuk mencegah kualitas lingkungan hidup
semakin menurun dan dapat mengancam
kelangsungan hidup manusia dan makhluk
hidup lainnya, oleh karena itu perlu
dilakukan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup oleh semua pihak.

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Gugatan  administratif  terhadap
keputusan tata usaha negara dapat
dilakukan oleh setiap orang apabila
badan atau pejabat tata usaha negara
menerbitkan izin lingkungan kepada
usaha dan/atau kegiatan yang wajib
amdal tetapi tidak dilengkapi dengan
dokumen amdal dan badan atau
pejabat tata usaha negara
menerbitkan izin lingkungan kepada
kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi
tidak dilengkapi dengan dokumen
UKL-UPL; dan/atau serta badan atau
pejabat tata usaha negara yang
menerbitkan izin usaha dan/atau
kegiatan yang tidak dilengkapi dengan
izin lingkungan. Tata cara pengajuan
gugatan terhadap keputusan tata
usaha negara mengacu pada Hukum
Acara Peradilan Tata Usaha Negara.

2. Penolakan permohonan izin
lingkungan apabila tidak dilengkapi
dengan amdal atau UKL-UPL
dilakukan oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan
kewenangannya  wajib menolak
permohonan izin lingkungan apabila
permohonan izin tidak dilengkapi
dengan amdal atau UKL-UPL. Izin
lingkungan dapat dibatalkan apabilA
persyaratan yang diajukan dalam

Lex Privatum Vol. IX/No. 5/Apr/EK2/2021

permohonan izin mengandung cacat
hukum, kekeliruan, penyalahgunaan,
serta ketidakbenaran dan/atau
pemalsuan data, dokumen, dan/atau
informasi serta penerbitannya tanpa
memenuhi syarat  sebagaimana
tercantum dalam keputusan komisi
tentang kelayakan lingkungan hidup
atau rekomendasi UKL-UPL; atau
kewajiban yang ditetapkan dalam
dokumen amdal atau UKL-UPL tidak
dilaksanakan oleh penanggung jawab
usaha dan/atau  kegiatan. izin
lingkungan dapat dibatalkan melalui
keputusan pengadilan tata usaha
negara.

B. Saran

1. Agar supaya tidak terjadi adanya
gugatan administratif  terhadap
keputusan tata usaha negara, maka
seharusnya badan atau pejabat tata
usaha negara tidak menerbitkan izin
lingkungan kepada usaha dan/atau
kegiatan yang tidak dilengkapi dengan
dokumen amdal dan tidak
menerbitkan izin lingkungan kepada
kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi
tidak dilengkapi dengan dokumen
UKL-UPL. Badan atau pejabat tata
usaha negara tidak menerbitkan izin
usaha dan/atau kegiatan apabila tidak
dilengkapi dengan izin lingkungan.

2. Penolakan permohonan izin
lingkungan apabila tidak dilengkapi
dengan amdal atau UKL-UPL wajib
dilakukan oleh pemerintah sesuai
dengan kewenangannya, karena
Setiap usaha dan/atau kegiatan yang
wajib memiliki amdal atau UKL-UPL
wajib memiliki izin lingkungan dan
Izin lingkungan diterbitkan
berdasarkan keputusan kelayakan
lingkungan hidup. lzin lingkungan
wajib mencantumkan persyaratan
yang dimuat dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau
rekomendasi UKL-UPL.
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